BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
beikut;

1) Penerapan serta pelaksanaan mekanisme pemeliharaan aset daerah
dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara secara umum telah sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, PERMENDAGRI Nomor
17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik
daerah, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah.

2) Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pendapatan,Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kaupaten Timor Tengah Utara, terlihat
bahwa tejadinya ketidaksesuaian antara realisasi biaya pemeliharaan
dengan anggaran biaya pemeliharaan

6.2 Saran
Dari kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis
mengusulkan saran dengan harapan dapat memberikan perubahan yang lebih
baik terhadap pemeliharaan aset dan pengelolaan barang milik daerah pada

Kabupaten TTU, yaitu;

1) Badan Pendapatan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara harusnya mengelarkan PERDA atau PERBUP

terkait tentang pengelolaan barang milik daerah agar pengelolaan
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2)

3)

barang milik daerah dapat berjalan dengan optimal dan sehingga dari
pemeliharaan tersebut dapat memberikan kontribusi lebih terhadap
pemerintah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangaan dan Aset Daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara sebaiknya berusaha lebih giat dalam
mengoptimalkan pengelolaan dalam pemeliharaan aset daerah untuk
meningkatkan pelayanan publik sehingga tercipta pemerintahan yang
baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu memperbaiki upaya
pemeliharaan aset dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan
SKPD baik secara administrasi, fisik, dan hukum yang di anggap gagal

dalam mengimplementasikan.
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